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."_,» KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Buku Saku Panduan
Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
pada Kabupaten Kulon Progo.

Buku saku ini merupakan panduan pembuatan peraturan
khusus pada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan
Contoh Peraturan Khusus Simpan Pinjam yang diharapkan dapat
memberikan manfaat untuk mengenalkan dan mensosialisasikan
secara ringkas poin-poin penting Peraturan Khusus Simpan
Pinjam yang sekaligus menjadi panduan dalam pembuatan
Peraturan Khusus Simpan Pinjam

Saat ini, masih terdapat beberapa Koperasi yang memiliki
Rasio NPL (Non Performing Loan) yang cukup tinggi karena
aktivitas simpan pinjam yang kurang terkendali sehingga terjadi
banyaknya piutang yang macet, sehingga dengan menerapkan
buku saku ini Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dapat
menyusun Peraturan Khusus Simpan Pinjam yang kemudian akan
menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan simpan pinjam
sehingga kegiatan simpan pinjam menjadi lebih terkendali.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berperan serta dalam penyusunan Buku Saku Panduan
Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam.
Dengan harapan semoga Buku Saku ini dapat bermanfaat bagi
pengambil kebijakan, koperasi dan lintas sektor terkait
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Saat ini, terdapat ratusan Koperasi yang berdiri di Kabupaten
Kulon Progo. Koperasi-koperasi tersebut terdiri dari beberapa jenis
yaitu Koperasi Jasa, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen,
Koperasi Serba Usaha, Koperasi Pemasaran dan Koperasi
Simpan Pinjam. Berdirinya suatu Koperasi, tidak terlepas dari
berbagai permasalahan yang menyelimutinya. Salah satunya
adalah Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki Rasio NPL (Non
Performing Loan) Cukup Tinggi. Tingginya Rasio NPL selama ini
mayoritas disebabkan karena aktivitas simpan-pinjam pada
koperasi kurang terkendali sehingga menimbulkan adanya gagal
bayar dan apabila hal tersebut dibiarkan terus menerus akan
menimbulkan kepailitan pada koperasi. Oleh karena itu, Peraturan
Khusus yang mendasari kegiatan Simpan Pinjam harus disusun
oleh Koperasi agar kegiatan simpan-pinjam menjadi lebih
terkendali.

Dengan latar belakang hal tersebut diatas, sebagai salah satu
media pembinaan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kulon Progo tentang Peraturan Khusus Simpan Pinjam pada
Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam disusunlah
Buku Saku ini sebagai panduan dalam membuat Peraturan Khusus
Simpan Pinjam, nantinya dengan adanya Buku Saku ini
diharapkan akan membantu Koperasi dalam penyusunan
Peraturan Khusus tentang Simpan Pinjam.
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Peraturan Khusus adalah suatu rencana organisasi dan semua

sistem, prosedur serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut
“ oleh suatu organisasi untuk menjamin keamanan harta
kekayaan organisasi, keakuratan data akuntansi, mendorong
peningkatan efisiensi dan efektivitas, serta mendorong dipatuhinya
kebijakan manajemen.

Mengapa perlu Peraturan Khusus pada KSP/USP?

Peraturan Khusus berfungsi sebagai landasan dalam
menjalankan kegiatan simpan pinjam sekaligus menjadi pengendali
sehingga efektivitas dan efisiensi kegiatan simpan pinjam dapat terlaksana

1. Visi, Misi dan Tujuan Koperasi
Visi, Misi dan Tujuan Koperasi merupakan acuan dan landasan dalam
Pembuatan Peraturan Khusus Simpan Pinjam agar dalam
pembuatannya sesuai dengan tujuan koperasi

2. Ketentuan dan Prosedur tentang Keanggotaan
Hal ini berisi tentang:

e Persyaratan Menjadi Anggota, dokumen yang harus disiapkan
dan sejumlah uang sebagai Simpanan Pokok dan Simpanan
Wajib sesuai pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
yang telah disepakati

e Prosedur Penerimaan Anggota, langkah-langkah penerimaan
anggota seperti mengisi formulir, mengikuti penyuluhan tentang
perkoperasian, diperkenalkan kepada pengurus dan lain-lain
sesuai yang telah disepakati pada AD/ART

e Hak dan Kewajiban Anggota, berisi hak dan kewajiban Anggota
sesuai pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
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3. Job Descriptions (Pemisahan Tugas)
Berisi tugas dari bagian yang terkait dengan transaksi
simpan-pinjam yang bertujuan agar tidak timbulnya
tumpang tindih ketugasan. Sebagai contoh:
Tugas Petugas Lapangan
e Menagih, mensurvey dan memberi pembinaan bagi anggota
yang kurang baik
e Secara berkala memberikan penyuluhan kepada anggota
dengan materi yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan
saat itu.

4. Ketentuan dan Prosedur Simpanan Anggota

Berisi tentang: ‘ [ 33
¢ Jenis-Jenis Simpnanan yang ada pada koperasi. ‘

Simpanan disebutkan nama simpanannya dan
ketentuan yang melekat pada simpanan tersebut. Sebagai
contoh: Simpanan suka rela adalah simpanan yang besarnya
tidak ditentukan dan penyetorannya secara berangsur-angsur,
bentuknya seperti tabungan dan penarikannya dapat dilakukan
sewaktu-waktu.
e Prosedur Simpanan.
Prosedur ini berisi tentang:
a. Tata cara penyetoran simpanan (penyetoran
langsung/potong gaji)
b. Bukti Transaksi yang digunakan dalam proses penyetoran
simpanan
c. Pihak yang terlibat dalam transaksi penyetoran simpanan
e Prosedur Penarikan.
Prosedur ini berisi tentang:
a. Pihak yang berhak melakukan penarikan simpanan
b. Dokumen yang diperlukan dalam penarikan simpanan
c. Waktu untuk melakukan penarikan simpanan
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.‘,"f,» d. Bukti Transaksi yang digunakan dalam proses penarikan
simpanan
e. Pihak yang terlibat dalam transaksi penarikan simpanan

5. Ketentuan dan Prosedur Pinjaman
Hal ini berisi tentang: =

e Jenis-Jenis Pinjaman yang ada pada Koperasi. @
Pinjaman disebutkan nama pinjaman dan ketentuan
yang melekat pada jenis pinjaman tersebut
Sebagai contoh:
Pinjaman produktif adalah pinjaman yang diberikan oleh
Koperasi untuk meningkatkan pendapatan anggota peminjam
melalui pengembangan usaha produktif (pinjaman untuk
pengembangan usaha anggota), yang ketentuannya adalah
sebagai berikut:
a. Batas maksimal pemberian pinjaman (BMPP) adalah sebesar
75 % x nilai agunan yang dijaminkan untuk agunan tidak
bergerak dan 50% untuk jaminan bergerak.
b. Jangka waktu pinjaman maksimal adalah 36 bulan;
c. Bunga pinjaman 19% - 2,25% per bulan
(menurun/flat/anuitas, dsb.)
d. Administrasi dan provisi: 1,0 (satu koma nol persen) - 5,0 %
(lima koma nol persen).

e Persyaratan Pengajuan Peminjaman
Berisi persyaratan peminjaman yang wajib dipenuhi oleh
anggota sebelum mengajukan permohonan pinjaman seperti:
a. Telah sah menjadi anggota
b. Tidak memiliki tunggakan dari pinjaman lama
c. Menunjukkan kartu anggota koperasi

e Prosedur Pengajuan Pinjaman
Berupa tahapan pengajuan pinjaman seperti:
a. Waktu pengajuan pinjaman
b. Formulir dan Dokumen yang disiapkan dalam pengajuan

pinjaman
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6. Ketentuan Agunan

~ Cc. Tingkatan otorisasi berdasarkan plafon pinjaman yang
diberikan

d. Pihak yang terlibat dalam proses pengajuan pinjaman

e Prosedur Realisasi Pinjaman

Berupa tahapan realisasi seperti:

a. Waktu pinjaman dapat direalisasikan

b. Bukti Transaksi yang digunakan dalam proses realisasi
pinjaman

c. Pihak yang terlibat dan otorisasi yang diberikannya

—\
Merupakan ketentuan yang melekat pada setiap . |
jenis agunan sesuai dengan plafon pinjaman 3 g,a a

sebagai contoh:
Jaminan Benda Tetap/Tidak Bergerak
a. Status hak atas tanah yang diagunkan adalah: Hak Milik, Hak Guna

Bangunan, Hak Guna Usaha dan Tanah Hak Pakai atas Tanah
Negara

b. Atas nama hak atas tanah harus atas nama anggota peminjam

O

sendiri atau dilengkapi dengan bukti ahli waris yang sah dan atau
surat kuasa penggunaan jaminan bermaterai 10.000 dan tanda
tangan mengetahui oleh Kepala Desa Setempat
. Surat-surat atas agunan tersebut harus ditempatkan pada koperasi
. Surat-surat atas agunan tidak dapat diambil oleh anggota sebelum

pinjaman terlunasi

7. Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Bermasalah

a.

b.

Upaya penyelesaian kredit bermasalah bisa dilakukan = ‘\
dengan cara non litigasi dan litigasi _\
Penyelesaian pinjaman bermasalah dengan cara

nonlitigasi dilakukan melalui perundingan Kembali antara koperasi
dan anggota peminjam terkait dengan kewajiban anggota
peminjam yang tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya
Upaya nonlitigasi dapat dilakukan dengan mekanisme
rescheduling, reconditioning dan restructuring
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Contoh Peraturan Khusus
KSP/USP

KEPUTUSAN PENGURUS
Nomor : 01/KEP/Kop // 2021

Tentang :

Peraturan Khusus Usaha Simpan Pinjam Koperasi

1. Menimbang: a. Perlu terus dikembangkan unit simpan pinjam yang

2. Mengingat:

akan dapat mendorong anggota dalam membutuhkan
bantuan pelayanan permodalan untuk kegiatan
produktif guna memberikan nilai tambah perkenomian
keluarga.

. Koperasi sebagai lembaga ekonomi perlu melengkapi

jaringan usahanya untuk mendorong pertumbuhan
usaha anggota.

. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu

mengeluarkan  Keputusan  Pengurus tentang
Peraturan khusus Bidang Simpan Pinjam.

(sesuaikan dengan pertimbangan koperasi)

.Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang

Perkoperasian

. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi

. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan

Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi

. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan

Menengah Nomor : 194/KEP/M/1X/1998 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi
Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

.Peraturan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor
19/Per/M.KUKM/X1/2008 tentang Pedoman
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BESESS

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi.

. Peraturan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor :
20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan
Pinjam Koperasi

.Peraturan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor ;
21/Per/M.KUKM/X1/2008 tentang Pedoman
Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit
Simpan Pinjam Koperasi

. Peraturan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor:
15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi

I. Peraturan Menteri Koperasi, dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan
Perkoperasian

|. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM

k. Anggaran Dasar KOPERASI "X” Desa ....Kecamatan

......... Kabupaten Kulon Progo.
(sesuaikan dengan pertimbangan koperasi)

3. Memperhatikan: Hasil Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas

KOPERASI "X” Desa .............. Kecamatan ..............
Kabupaten Kulon Progo tanggal
(tanggal/bulan.tahun).

(sesuaikan dengan pertimbangan koperasi)

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN PENGURUS KOPERASI.............. ”

TENTANG PEDOMAN PERATURAN KHUSUS
SIMPAN PINJAM DENGAN KETENTUAN SEBAGAI
BERIKUT :

(sesuaikan dengan pertimbangan koperasi)

——
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Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah KOPERASI SIMPAN PINJAM “.....%.

2. Pinjaman adalah sejumlah dana dalam bentuk uang yang dipinjamkan
oleh Koperasi atau kreditur kepada anggota atau debitur dengan
kewajiban pengembalian oleh debitur dalam jangka waktu tertentu
melalui angsuran berupa pokok pinjaman ditambah bunga.

3. Produk pinjaman adalah produk-produk yang dibuat oleh Koperasi
sesuai kebutuhan dan peluang-peluang pengembangan usaha.

4. Agunan adalah benda atau barang bergerak dan atau tidak bergerak
yang diserahkan anggota kepada Koperasi sebagai jaminan atas
pinjaman yang diterima.

5. Agunan Yang diambil Alih adalah suatu aktiva yang diperoleh Koperasi
baik melalui pelelangan maupun di luar lelang dari pemilik agunan,
karena pemilik agunan/anggota peminjam lalai dalam memenuhi
kewajibannya.

6. Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah
pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan
hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian
kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

7. Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisi
pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan
untuk pelunasan piutangnya.

8. Agunan Yang diambil Alih adalah suatu aktiva yang diperoleh Koperasi
baik melalui pelelangan maupun di luar lelang dari pemilik agunan,
karena pemilik agunan/anggota peminjam lalai dalam memenubhi
kewajibannya.

9. Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah
pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan
hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian

10
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kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

10.Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisi
pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan
untuk pelunasan piutangnya.

11.Pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang angsuran pokok dan atau
bunga yang telah disepakati tidak dibayarkan oleh anggota peminjam
kepada Koperasi pada waktu pembayaran yang telah disepakati.

12.Litigasi adalah penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur
pengadilan

13. Nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan
cara-cara yang ada di luar pengadilan

BAB I
VISI, MISI DAN TUJUAN KOPERASI

Pasal 2
Visi
Menjadi mitra kerja yang handal dalam permodalan usaha anggota

Pasal 3
Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada Anggota, sesuai dengan jati
diri koperasi.

2. Menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan efektif, efisien dan
transparan.

3. Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan
manfaat bagi anggota.

Pasal 4
Tujuan

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

( 1
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KEANGGOTAAN
Pasal 5

Persyaratan menjadi anggota Koperasi “XXX”:

1. Warga Negara Indonesia

2. Memiliki penghasilan

3. Berminat menabung secara teratur

4. Memiliki kemampuan, memahami dan mantaati semua ketentuan yang
berlaku

5. Bersedia mematuhi AD/ART dan peraturan lain yang berlaku pada
Koperasi

6. Tidak tersangkut dalam usaha yang bertentangan dengan kepentingan
Koperasi dan tindak pidana lain

7. Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp xxx

8. Membayar Simpanan Wajib sebesar Rp xxx

Pasal 6
Prosedur Penerimaan Anggota Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir Permohonan Menjadi Anggota

2. Menyerahkan foto copy KTP atau identitas lain yang sah dan masih

berlaku sebanyak 1 lembar

Menyerahkan pas foto 4X6 cm sebanyak 1 lembar

4. Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp xxx, Simpanan Wajib sebesar
Rp xxx, Buku Tabungan sebesar Rp xxx dan Kartu Tanda Anggota
sebesar Rp xxx

w

Pasal 7
Hak Anggota Koperasi adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat
Anggota,
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;

12
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3.

4.

Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran
Dasar,

Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat
Anggota baik diminta maupun tidak diminta;

Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara
sesama anggota;

Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut
ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

Kewajiban Anggota Koperasi adalah sebagai berikut:

1.

2.

Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;

Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh
Koperasi;

Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas
kekeluargaan.

BAB IV
PEMISAHAN TUGAS
Pasal 9
Tugas Manajer
a. Bertanggung jawab untuk mengelola keuangan
Memimpin rapat kerja
Menanda tangani setiap transaksi
Melaporkan pekerjaannya kepada Pengurus.
Memberikan persetujuan pinjaman dengan plafon Rp 10.000.000,
untuk plafon diatas tersebut harus dengan persetujuan Pengurus
f. Melakukan penarikan uang di bank maksimal sebesar Rp
50.000.000,- bersama kasir/juru buku, apabila lebih dari nilai nominal
tersebut di atas maka penarikan uang bersama kata bendahara
pengurus.
g. Menyiapkan bahan-bahan rapat yang diperlukan Pengurus.

®coooT
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2.

3.

4.

5.

Tugas Kasir

a. Mencatat / menerima dan mengeluarkan uang atas persetujuan
manajer

b. Bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan dan kebenaran
atas uang yang dikelolanya

c. Menyimpan uang di brankas maksimal sebesar Rp 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dan selebihnya disetorkan ke bank bersama
kata manajer dan atau petugas lain yang ditunjuk manajer.

d. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Manajer.

Tugas Juru Buku

a. Mencatat semua transaksi pembukuan (tunai dan tidak tunai) dan
menyiapkan laporan keuangan serta menyimpan (arsip) berkas
keuangan tsb

b. Menyusun laporan keuangan secara berkala (mingguan, bulanan dan
triwulan serta tahunan) sesui dengan ketentuan yang berlaku.

c. Melaporkan hasil tugasnya kepda Manajer.

Tugas Bagian Kredit

a. Melakukan wawancara terhadap anggota mengajukan pinjaman

b. Menganalisa hasil wawancara dan formulir pengajuan pinjaman
beserta agunannya

c. Melaporkan hasil analisa kepada Manajer

Tugas Petugas Lapangan

a. Mensurvey dan mencari informasi dari berbagai pihak tentang latar
belakang anggota yang mengajukan pinjaman

b. Menagih, mensurvey dan memberi pembinaan bagi anggota yang
kurang baik

c. Secara berkala memberikan penyuluhan kepada anggota dengan
materi yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan saat itu.

14
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BESESS BAB V

SIMPANAN
Pasal 10

Jenis Simpanan pada Koperasi “XXX”:

1. Simpanan suka rela adalah simpanan yang besarnya tidak ditentukan dan
penyetorannya secara berangsur-angsur, bentuknya seperti tabungan
dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu

2. Dst sesuai jenis simpanan yang dimiliki koperasi

Pasal 11
Prosedur penyetoran Simpanan pada Koperasi “XXX”:

1. Simpanan sukarela disetorkan langsung dikantor koperasi dengan slip
setoran dan atau buku tabungan secara tunai/cash
2. Dst menyesuaikan kondisi koperasi

Pasal 12
Prosedur penarikan Simpanan pada Koperasi “XXX”

1.Simpanan Suka Rela dapat ditarik sewaktu-waktu oleh penyimpan
dikantor koperasi dengan menggunakna slip penarikan dan atau buku
tabungan, simpanan tersebut dapat diterima secara tunai/cash atau
melalui transfer ke nomor rekening bersangkutan (penyimpan dapat
dikenakan biaya transfer apabila diperlukan)

2.Dalam hal penyimpanan berhalangan tidak tetap untuk menarik
simpanan-simpanannya dikoperasi, maka penyimpan terlebih dulu
memberitahuna ke koperasi dan utusannya harus membawa surat kuasa
serta ditanda tangani penyimpan diatas materai.

3. Dalam hal penyimpanan berhalangan tetap (meninggal dunia), maka ahli
warisnya dapat menarik simpanan — simpanan bersangkutan (penyimpan)
dikoperasi, sesuai persyaratan/peraturan yang berlaku.

4. Dst menyesuaikan kondisi koperasi

15
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BESESS BAB VI

PINJAMAN
Pasal 13

Jenis Pinjaman pada Koperasi “XXX:

1. Pinjaman produktif adalah pinjaman yang diberikan oleh Koperasi untuk
meningkatkan pendapatan anggota peminjam melalui pengembangan
usaha produktif (pinjaman untuk pengembangan usaha anggota), yang
ketentuannya adalah sebagai berikut:

a.

o

Batas maksimal pemberian pinjaman (BMPP) adalah sebesar 75 % x
nilai agunan yang dijaminkan untuk agunan tidak bergerak dan 50%
untuk jaminan bergerak.

Jangka waktu pinjaman maksimal adalah 36 bulan;

Bunga pinjaman 1,9% - 2,25% per bulan (menurun/flat/anuitas, dsb.)
Administrasi dan provisi: 1,0 (satu koma nol persen) — 5,0 % (lima
koma nol persen).

2. Dst menyesuaikan kondisi koperasi

Pasal 14

Prosedur Pengajuan Pinjaman Koperasi “XXX”

a.

Calon peminjam terlebih dahulu menanyakan kepada petugas
koperasi tentang persyaratan — persyaratan untuk mendapatkan
pinjaman dari koperasi kemudian petugas memberitahukannya dan
memeriksa kartu pinjaman yang ber sangkutan

Selanjutnya meminta formulir pinjaman, kemudian di isi, ditanda
tangani diatas materai (jika perlu), kemudian diserahkan kembali ke
petugas koperasi bersama berkas — berkas persyaratan lainnya
(apabila diperlukan koperasi)

Petugas koperasi harus memeriksa formulir dan berkas — berkas yang
telah diserahkan tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak dengan
persyaratannya

. Setelah memenuhi persyaratan, maka petugas mencatatnya pada

buku tanda terima agar peminjam dapt mengetahui nomor urut daftar
tunggunya
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e.

f.

Dalam jangka waktu yang ditentukan koperasi akan mengumumkan

nama-nam anggota yang mendapatkan pinjaman koperasi
Dst disesuaikan kondisi koperasi

Pasal 15

Prosedur Realisasi Pinjaman Koperasi “XXX":

a.

Koperasi akan memproses semua formulir pinjaman yang akan
diajukan oleh anggota, selanjutnya membuat daftar pinjaman anggota
sesuai dengan urutan daftar peminjam dan sesuai dengan
budget/kondisi keuangan koperasi

Daftar tersebut akan diumumkan kepada anggota setiap bulan
Penarikan dana pinjaman wajib diambil sendiri oleh yang
bersangkutan dikantor koperasi, pada tanggal 10 sampai tanggal 19
setiap bulannya dengan menunjukan kartu tanda anggota dan
menanda tangani kwitansi penerimaan uang pinjaman tersebut diatas
materai (jika perlu)

. Dalam hal anggota tidak menarik dana pinjamannya dalam waktu yang

telah ditentukan maka ditunda dan baru bisa ditarik sampai periode
berikutnya
Dst disesuaikan kondisi koperasi

BAB VII
KETENTUAN AGUNAN
Pasal 16

Jaminan Benda Tetap/Tidak Bergerak

e. Status hak atas tanah yang diagunkan adalah: Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, Hak Guna Usaha dan Tanah Hak Pakai atas Tanah
Negara

f. Atas nama hak atas tanah harus atas nama anggota peminjam
sendiri atau dilengkapi dengan bukti ahli waris yang sah dan atau
surat kuasa penggunaan jaminan bermaterai 10.000 dan tanda
tangan mengetahui oleh Kepala Desa Setempat

g. Surat-surat atas agunan tersebut harus ditempatkan pada koperasi
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h. Surat-surat atas agunan tidak dapat diambil oleh anggota sebelum

pinjaman terlunasi

2. Benda Bergerak

a.

Benda bergerak yang dapat diagunkan hanyalah sepeda motor dan
mobil

Kepemilikan benda bergerak yang diagunkan harus milik pribadi
atau pihak ketiga

Dalam hal benda yang diagunkan milik pihak ketiga harus atas
persetujuan dari pemilik barang dengan surat kuasa bermaterai
yang ditanda tangani kedua belah pihak.

Yang diagunkan adalah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor)
BPKB yang diagunkan tidak dapat diambil ataupun dipinjam
sebelum hutang piutang terselesaikan

Jika terpaksa BPKB diambil maka harus ada BPKB pengganti yang
nilai taksirannya minimal sama dengan BPKB sebelumnya.

. Untuk kepentingan pengurusan pajak kendaraan bermotor maka

koperasi dapat menerbitkan surat pengantar

3. Garansi Personal

a.

Yang berhak memberikan garansi personal adalah Pengawas,
Pengurus dan Karyawan
Anggota yang diberikan garansi personal adalah anggota yang
memiliki tanggung jawab dan dapat diandalkan serta memiliki
sumber pendapatan yang jelas untuk penyelesaian hutangnya.
Karyawan hanya dapat memberikan garansi personal kepada
dirinya sendiri dengan ketentuan

e Karyawan sudah menjadi karyawan tetap

e Maksimal nilai pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,00

e Batas jangka waktu pinjaman maksimal 1 Tahun

e Bersedia membayar angsuran dengan cara pemotongan gaji

secara langsung
e Tidak memiliki pinjaman di koperasi yang belum terlunasi.
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d. Pengawas dan pengurus dapat memberikan garansi personal
kepada dirinya sendiri dengan ketentuan

e Pengurus masih memiliki masa jabatan lebih dari 1 (satu)
tahun
e Maksimal nilai pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,00
e Batas waktu pinjaman tidak lebih dari masa aktif jabatan
pengurus/pengawas
e Tidak memiliki pinjaman di koperasi yang belum terlunasi
e. Pengawas dan pengurus dapat memberikan garansi personal
kepada anggota lain dengan ketentuan :
e Anggota tidak memiliki permasalahan kemacetan pinjaman
pada lembaga keuangan lain
e Anggota Memiliki akhlak yang baik
e Tidak memiliki pinjaman yang belum lunas di koperasi
e Plafon pinjaman maksimal Rp.3.000.000,00
e Jika terjadi kemacetan pada anggota yang diberikan garansi
personal maka pemberi garansi harus ikut bertanggung jawab
dalam penyelesaian pinjaman.

BAB VIII
PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH
Pasal 17

1. Upaya penyelesaian kredit bermasalah bisa dilakukan dengan cara
nonlitigasi dan litigasi.

2. Penyelesaian pinjaman bermasalah dengan cara nonlitigasi dilakukan
melalui perundingan kembali antara Koperasi dan anggota peminjam
terkait dengan kewajiban anggota peminjam yang tidak dapat dipenuhi
sebagaimana mestinya.

3. Upaya nonlitigasi dapat dilakukan dengan mekanisme rescheduling,
reconditioning, dan restructuring.

Pasal 18

1. Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh
kewajiban anggota peminjam, yang dilakukan Koperasi setelah
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melakukan analisis dan perhitungan mendalam dan menyeluruh terkait
kemampuan anggota peminjam dengan mempertimbangkan proyeksi
arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha anggota peminjam.
2. Rescheduling yang dilakukan dapat berbentuk:
a. memperpanjang jangka waktu pinjaman
b. memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula ditetapkan
selama 3 (tiga) bulan kemudian menjadi 6 (enam) bulan
c. menurunkan jumlah setiap angsuran yang mengakibatkan
perpanjangan jangka waktu pinjaman.

Pasal 19

1. Reconditioning merupakan usaha pihak Koperasi untuk menyelamatkan
pinjaman yang diberikan kepada anggota peminjam dengan cara
mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula
disepakati bersama oleh anggota peminjam dan Koperasi.

2. Reconditioning dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang
dihadapi oleh anggota peminjam dalam pelaksanaan proyek atau
bisnisnya.

3. Perubahan-perubahan terkait dengan kewajiban anggota peminjam
dapat meliputi antara lain:

a. Jika prospek usaha anggota peminjam baik, maka bisa dilakukan
dengan kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang dijadikan utang pokok
sehingga anggota peminjam untuk waktu tertentu tidak perlu
membayar bunga, tetapi nanti uang pokoknya dapat melebihi plafon
yang disetujui, sehingga perlu peningkatan fasilitas pinjaman di
samping itu bunga tersebut dihitung bunga majemuk yang pada
dasarnya akan memberatkan anggota peminjam.

b. Penundaan pembayaran bunga yaitu bunga tetap dihitung. Tetapi
penagihan atau pembebanannya kepada anggota peminjam tidak
dilaksanakan sampai yang bersangkutan mempunyai kesanggupan.
Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak
menambah plafon pinjaman.

c. Penurunan suku bunga yaitu dalam hal anggota peminjam dinilai
masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga
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g.

yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha
padawaktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi anggota peminjam
memang menunjukkan surplus atau laba dan likuiditas
memungkinkan untuk membayar bunga.

Pembebanan bunga yaitu dalam hal anggota peminjam memang
dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usahanya mencapai
tingkat kembali pokok atau break even. Pembebanan bunga ini
dapatdilakukan untuk sementara, selamanya ataupun untuk seluruh
hutang bunga.

Pengkonversian pinjaman jangka pendek menjadi jangka panjang
dengan syarat yang lebih ringan.

Jaminan pinjaman/agunan, beberapa jaminan yang semula harus
diberikan atau diserahkan pada bank terpaksa tidak bisa terlaksana
karena beberapa alasan misalnya tanah yang akan dijadikan jaminan
ternyata masih dalam sengketa.

Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut.

Pasal 20

1. Restructuring vyaitu usaha penyelamatan pinjaman yang terpaksa
dilakukan Koperasi dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang
mendasari pemberian pinjaman.

2. Restructuring sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan dengan
cara:

@ P o0CTy

penurunan suku bunga pinjaman;

pengurangan tunggakan bunga pinjaman;

pengurangan tunggakan pokok pinjaman;

perpanjangan waktu pinjaman;

penambahan fasilitas pinjaman;

pengambilalihan aset peminjam sesuai ketentuan yang berlaku.
konversi pinjaman menjadi penyertaan sementara pada usaha
peminjam.
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Apabila cara nonlitigasi telah dilakukan dan anggota peminjam tetap juga

tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat ditempuh upaya litigasi yaitu
melalui jalur hukum atau pengadilan, yaitu:

a.

Mengajukan gugatan ke pengadilan

Koperasi dapat memberikan somasi atau peringatan kepada anggota
peminjam agar memenuhi kewajiban, apabila somasi tidak ditanggapi,
Koperasi dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan
permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi lelang sehingga
hasil lelang dapat digunakan melunasi hutang peminjam atau tergugat.
Eksekusi jaminan/agunan

Jika jaminan telah diikat secara formal secara notariel, Koperasi cukup
mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang
berkompeten, dan jika peminjam tetap tidak melakukannya, maka
Koperasi memohon sita eksekusi selanjutnya dilakukan lelang yang
hasilnya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban anggota
peminjam.

Parate eksekusi hak tanggungan

Koperasi sebagai pemegang hak tanggungan dapat memilih cara
menjual lelang objek hak tanggungan berdasarkan kekuasaan sendiri,
sehingga tidak perlu berhubungan dengan pengadilan, namun cukup
meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual objek hak
tanggungan tersebut.

. Paksa badan

Koperasi mengajukan gugatan kepada peminjam dan kemudian hakim
memutuskan anggota peminjam sebagai pihak yang berhutang harus
disandera karena tidak mampu melaksanakan keputusan hakim
karena tidak memiliki harga yang bisa dijual.

Pailit

Pailit ialah keadaan anggota peminjam yang mempunyai dua atau
lebih pinjaman dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah
jatuh tempo dan dapat ditagih yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga.
Peminjam dikatakan pailit oleh keputusan Pengadilan Niaga sehingga

22

——
| —



Koperasi yang ingin memailitkan peminjam dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan Niaga.

Pasal 22

1. Dalam penyelesaian pinjaman bermasalah, sesuai dengan prinsip-

prinsip dan nilai-nilai Koperasi serta mempertimbangkan pula bahwa
anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi, maka
Koperasi wajib mengutamakan cara-cara pendekatan personal dan
nonlitigasi.

. Penyelesaian dengan cara litigasi dapat dilakukan setelah semua upaya
pendekatan personal dan nonlitigasi dilakukan dengan
mempertimbangkan berbagai aspek secara mendalam, menyeluruh dan
bijaksana.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 12 Oktober 2021
Koperasi “ABC” Kulon Progo

etua

(Nama Ketua Pengurus)
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